5.2 SARAN

1. Sebagai pejabat diplomatik seharusnya melakukan pekerjaan dengan baik dan
santun karena menjadi wakil dari negara pengirim di negara penerima, hak
kekebalan dan hak keistimewaan yang diberikan bukan semata — mata agar
semua hal yang termasuk kriminal bisa dilakukan. Hak kekebalan dan hak
keistimewaan tersebut diharapkan dapat membantu dalam proses pekerjaan
yang terkait dengan misi-nya dapat dilangsungkan tanpa hambatan. Seperti
yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri bahwa hak — hak tersebut
bukanlah lisensi untuk seorang kurir diplomatik bisa melakukan tindak
kriminal. Dengan mewakili negara pengirim seharusnya seorang Kkurir
diplomatik bisa lebih mengharumkan nama negara yang diwakilinya selama
mengemban suatu misi diplomatik yang telah di amanatkan.

2. Negara penerima diharapkan harus lebih berani dan tegas dalam meminta
negara pengirim untuk menanggalkan hak kekebalan dan hak keistimewaan
dari kurir diplomatik yang melakukan suatu tindakan kriminal. Hal ini tentunya
demi kebaikan serta kelancaran hubungan diplomatik antara kedua negara, baik

negara pengirim maupun negara penerima.
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